DAFTAR REFERENSI

Buku

Amsal. (2018). Kebijakan Peberdayaan Sektor Informal Perkotaan. Jakarta :
INDOCAMP.

Bhinadi, Ardito. (2017). Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat. Yogyakarta : Deepublish.

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penilaian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi
Lapangan. Bandung: UIN Snan Gunung Djati.

Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar. De la
Macca.

Hastuti et al. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang
Disabilitas. Jakarta. The SMERU Research Institute.

Heliarta. (2010). Pembangunan Nasional. Semarang : ALPRIN.

K, Abdullah. (2018). Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan
Manajemen. Gowa: Gunadarma lIimu.

Luhpuri D. dan Andayani R. (2019). Disabilitas : Pengenalan dan Praktik
Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas Indonesia. Bandung. POLTEKESOS
PRESS Bandung.

Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I Nyoman N. (2005). Pemberdayaan
Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor : Perpustakaan Nasional.

Raco. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. (A. L, Penyunt.) Jakarta: Grasindo.

Zafar, S. (2012). Pemberdayaan Masyrakat Bidang Pertanahan. Surabaya.
Pustaka Alzafri. Diperoleh melalui Ipusnas.

Soleh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan.
Bandung : FOKUSMEDIA

Utami, Ajeng Dini. (2019). Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Temanggung : Desa Pustaka Indonesia.

Yunus, S., Suadi., & Fadli. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu.
Banda Aceh : Bandar Publishing.

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Kencana.

73



Artikel lImiah

Chariri, Anis. (2017). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap
Komitmen Indepedensi  Auditor Internal Pemerintah Daerah.
Diponegoro: Universitas Diponegoro.

Endah, Kiki. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa.
Jurnal Moderat.6(1).

Gunawan, H. (2019). Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Tanjungpinang dalam Membuka Peluang Kerja Bagi Disabilitas. Skripsi.
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Hadiyanti, P. (2008) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari. Perspektif llmu Pendidikan,
17(9).

Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J, & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan
Perencanaan Pembangunan Derah dalam Penyusunan RPJMD Kota
Tomohon. Jurnal Administrasi Publik 4 (48).

Lukita, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Aksebilitas Sarana dan
Prasarana Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Batam.
Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji

Maani, K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal
Demokrasi. 10 (1).

Ndaumanu, F. (2020). Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan
Pelaksanaan oleh Pemerintah. Kupang. Jurnal HAM. 11 (1).
DOl:http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150

Nuryasmin, A. (2020). Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas
di Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Prayudi, M.A et al. (2018). Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi
Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Ekuitas: Jurnal

Ekonomi dan Keuangan, 2(4).
DOI:10.24034/j25485024.y2018.v4.i4.3931

Sahputra, Alamuddin. (2021). Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan dan
Pelestarian Jasa Lingkungan di Kawasan Wisata Alam Simarjarunjung
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Medan :
Universitas Sumatera Utara. Hal 15-16.

74



Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas
Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia.
Yogyakarta. PALASTREN. 8 (2).

Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen.
9 (2).

Tan, Winsherly.,, & Putri R, Dyah. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi
Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. Jurnal HAM. 11(1).

Widjajanti, Kesi. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi
Pembangunan. 12 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas
Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.4 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 ahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Rancangan Teknokratik — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024.

Website
Susanto, T. (2017). Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang.
https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil. Diakses pada 17 Juni 2022.

75


https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil

